
OUObRNUR lmPULAUAN RIAU 

l C:Ri\TUl{AN OUl3ElrnUR K[�PULAUAN RIAU 
NOl\itOR ;n. TAHUN 2024 

TENTANO 

FA "'IL\TASl PEMBERD/\YAAN USAHA l<ECIL 
MELALUl RUMA! l PRODUKSI OERSAMA (FACTORY SHJ\RJNG) 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULJ\UAN RIAU, 

Menimbnng 

Mengingat 

n, bnhwa dcngan adanya rumah produksi bersama yang 
diharapkan agar produk yang dihasilkan usaha kecil dapat 
mernenuhi standarisasi industri; 

b, bnhwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan 
Pernberdayaan Kopcrasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Mcnengah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah 
mernbcrikan kernudahan, perlindungan, dan 
pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil 
Melalui Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pernbentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambagan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubnh bebcrupa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nornor 6 Tahun 2023 tcntang Penetapan Peraturan 
Pcmcrintah Pengganti Undang-Undnng Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerju Mcnjadi Undang-Undang 



Menetapkan 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerint.ah Nomor 29 Tahun 2018 tcnt.ang 
Pernbcrdayaan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6640) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 46 Tahun 
2023 tent.ang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2018 tent.ang Penyelenggaraan Bidang 
Pcrindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6891); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 · tent.ang 
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 

7. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Norn or 19 Tahun 2016 
tcnt.ang Pedoman Pcngelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tent.ang 
Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil Bcrupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana 
Tugas Pembantuan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kopcrasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 
Tahun 2022 Tent.ang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu 
Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Ru.mah Produksi 
Bersarna Melalui Dana Tugas Pembantuan (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN : 

FASILITASI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI RUMAH 
PRODUKSI BERSAMA (FACTORY SHARING). 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalarn Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 



I 'I\� dt'llf �:II I l'Cllll'I i11t11h1111 IJllt'l uh y1111,: mcrnlmplu 
I, ,1 ,k��u111111, urus 111 pcmcrintnhun ynng 11wnjt,dl 
kcwcnungun durr rh otonnrn. 

J. <..lubcrrmr ndnlnh Gubcrnur Kcpulaunn Rlnu. 
4. Ivrungknt Dncruh ndulnh unsur pcmbnntu kcpulu dncrnh 

u, 11 DPRO dulnm pc11ycknggornnn Urusun Pcmcrlntuhnn 
y,Hlg mcnjndi kcwcnnngnn Dncrnh, 
1'01 'ro. i udnl th bndun us11h11 ynng bcrunggotnkan ornng 
:,(,1r,111g ntuu b idnn hukurn Kopcrnsi dcnga.n mclundnskun 
kl' riutnnnyn bcrdnsnrkun prinslp Kopcrusi sckollgus 
scb igai gcrakun ckonorni rnkynt yung bcrdnsur otas asas 
kckclu irgnnn. 

6. Us shn Kc ii adalah usnha ckonorni produktif yang bcrdiri 
scndiri, yang dilakukan olch orang pcrorangan atau badan 
us ha yang bukan mcrupnkan anak perusahaan atau 
bukan cabang perusahaun yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
usaha menengah atau usaha besar yang mcmcnuhi kriteria 
Usaha Kecil scbagaimana dimaksud dalam pcraturan 
perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Dacrah 
yang ditetapkan dengan Perda. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perscorangan warga 
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
melakukan kegiatan usaha di bidang Perindustrian. 

10. Bahan Baku adalah bahan rnentah, barang setengah jadi, 
atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang 
setengah jadi atau barang jadi yang mernpunyni nilai 
ekonomi yang lebih tinggi. 

I I. Rumah Produksi Bcrsama adalah ternpat bagi para pclaku 
usaha kccil dalam rnelakukan aktivitas produksi sccara 
bcrsama dengan komodiias produksi yang scrupa, 
kctcrgantungan runs kctcrnmpilan tcnaga kcrja scrupa, 
atau pcnggunnan teknologi yang soling melcngkupi. 

12. Hibuh adalah pengalihnn kcpcmilikan bnrnng dnri 
Pcmcrintah Dnerah kepadn pihnk lain tanpa rnempcrolch 
penggantian. 

13. Pernberduyann merupukau kcbijoknn clan ur t\) 1 
Pcmcrirunh Dncrnh yang tcrencnnn, tcrnruh, <Inn tcrukur 
untuk m imurnpuknn dun rncmnndirikun pclnku 11� ihu 
"·curn pnrtislputff untuk p .ningkntnn clnyn �11i11g. 

14. Fu ,ilit11Hi n<111Juh proses utnu corn mvruuduhk II\ 11tt111 

nu-nycdlnkun bn1111111n 11111\tl< m1•mpNn1111l11h t1't\' 11 1it\\' 1. 

ttuutu tulunn utnu IH·�l11t1m. 



Bagian Kcdua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
(I) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan 

pelaksanaan Fasilitasi Pernbcrdayaan Usaha Kccil melalui 
Rumah Produksi Bersama di Provinsi Kepulauan Riau. 

(2) Tujuan dari Peraturan Gubcmur rru adalah untuk 
menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha kccil dalam 
melakukan aktivitas produksi secara bcrsama dcngan 
komoditas produk yang serupa rnelalui rumah produ.ksi 
bersama. 

Bagian Kctiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 
Ruang lingkup dalam Pcraturan Gubcmur ini meliputi: 
a. pcmbcrdayaan; 
b. kclompok sasaran: 
c. pclaksanaan; 
d. pendanaan; 
c. jangka waktu: 
f. Pclaporan dan Sanksi; 
g. Pemantauan dan cvoluasi; don 
h. Pasca fasilitasi. 

BAB II 
PEMBERDAYAAN 

Pasal4 
(I) Pcmbcrdayaan scbagaimano dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

a meliputi: 
a. Fasilitasi pcrizinan 
b. Fasilitasi manejcmen usaha don birnbingan teknis 
c. Fasilitasi penycdiaan bahan baku dan/atau bahan 

penolong. 
d. Fasilitasi proses produksi; dan/atau 
e. Fasilitasi informasi pasar dan promosi. 

(2) Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a berupa pendampingan pengurusan perizinan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Fasilitasi manajemen usaha dan bimbi.ngan teknis 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
kesempatan mengikuti kegiatan manajemen usaha, studi 
banding, pemagangan, sertifikasi kompetensi dan bimbingan 
teknis serta peningkatan kapasitas SDM lainnya. 

(4) Fasilitasi penyedian bahan baku sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berupa akses informasi dan fasilitasi 
kerja sama dalam penyediaan bahan baku dan/ ata.u bahan 



pcuolong. 
(, ) Fusllitus! proses produksl scbngntrnunu dlmnknud pudu 11y11l 

(I) huruf d bcrupn pcngcloluun clan pernunfuatun nurunu dnn 
prnsnrnnn, yo11g mcllputl: 
u. pcmukolun rumnh produksl: 
b. mcsin dun pcrnlntan produksi; don/nlou 
c. snrnnn pcndukung lnlnnya. 

(6) Fusllitnei lnformasi pnsur dun promosi scbagaimana 
dimuksud pada nyut ( l) huruf c bcrupa pcnyediaan informasi 
pusur bnik dulam muupun luar ncgcri dan diikutscrtakan 
dulam kcgiutnn promosi dan tcmu bisnis. 

BAB Ill 
KELOMPOI< SASARAN 

Pasal 5 
Kelompok Sasaran pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b adalah: 
a. usaha kecil; dan 
b. koperasi. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 6 
Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c dilakukan melalui tahapan: 
a. pengusulan; 
b. veriftkasi; 
c. penetapan; dan 
d. pelaksanaan. 

Pasal 7 
(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a 

dilakukan oleh calon penerima fasilitasi dengan mengajukan 
proposal kepada Gubernur. 

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­ 
kurangnya memuat: 
a. surat pennohonan; 
b. identitas pengurus; 
c. legalitas usaha berbadan hukum; 
d. rencana bisnis; 
e. daftar kebutuhan fasilitasi; dan 
f. laporan keuangan. 

Pasal 8 
Gubcmur menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk 
melakukan vcrifikasi proposal scbagairnana dirnaksud dnlam 
Pasal 7 dari calon penerima fasilitas dcngan ketentuan sebagni 
berikut: 



a. Pcrangkat Dacrah yang rnembidangi urusan perindustrinn dnn 
perdagangan melakukan vcrifikasi tcrhadap proposal usulan 
dari usaha kecil; dan 

b. Pcrangkat Dacrah Teknis yang rnembidangi urusan kopcrasi 
dan UKM melakukan vcrifikasi tcrhadap proposal dari usulnn 
koperasi. 

Pasal9 
Gubemur menetapkan penerima fasilitasi bcrdasarknn hasil 
vcrifikasi kepala pcrangkat dacrah terkait , 

Pasal 10 
KcpaJa Perangkat Daerah tcrkait melaksanakan penyinpan 
Iasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 
ayat (1). 

Pasal 11 
Penerirna Fasilitas menandatangani Serita Acara Scrah Tcrirnn 
Pemanfaatan Fasilitas antara Kepala Perangkat Daerah terkuit 
dengan pcnerima Fasilitas sebagaimana lampiran yang 
merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Gubernur 
ini. 

BABV 
PENDANAAN 

Pasal 12 
Pendanaan Iasilitasi bcrsumbcr dari: 
a. Anggaran Pcndapatan Bclanja Dnernh: dan 
b. Sumber pcndanann lain yang sah scsuai dcngan kctcntuon 

pcrundangan. 

BAB VJ 
JANGKA WAKTU 

Pasal 13 
Pemberian Fasilitasi sebagairnana dimaksud daJam Posa! 4 ayat 
(1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
dipcrpanjang dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 

BAB Vll 
PELAPORAN DAN SANKSJ 

Pasal 14 
(1) Penerima manfaat wajib menyampaikan Japoran usaha 

sekurang-kurangnya memuat: 
a. Nilai Saban Baku/ Bahan Penolong; 
b. Nilai Produksi; 
c. Nilai Penjualan; 
d. Lokasi Pemasaran; dan 
e. Laporan keuangan. 
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) 1- ncr imn Iusilltus 1111n mclukukun pl'lo111.{J'.11rnn Schat�1.iirnm111 
dirnnksud dnlrun P isnl 15 nkun dlproscn hukurn scnuai 
dcngnn p crnturnn pcrundung-undnngnn. 

BAB VIJI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 17 
( l) Kcpala Pcrangkat Daerah tcrkait scbagaimona dirnaksud 

dalam Pasal 8 membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi 
pclaksanaan Rumah Produksi Bcrsama anggota Pcrangkat 
Dacrah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
scrta didampingi olch lnspektorat. 

(2) Tim pemantauan dan evaJuasi menyampaikan Japoran tcrtulis 
kcpada Gubemur setiap 1 (satu) tahun sekaJi. 

BAB IX 
PASCA FASILITASI 

Pasal 18 
Setelah berakhimya jangka waktu fasilitasi sebagairnana 
dimaksud pada pasal 13, dapat dilakukan langkah-langkah: 

a. Pemerintah Daerah melakukan kcrja sama pcmanfaatan 
fasilitas; atau 

b. Pemcrintah Dacrah rncmbcrikan hibah kepada pcnerirna 
fasilitas. 

Pasal 19 
( 1) Kerja soma sebagairnana dirnaksud padu pasal 18 huruf a 

berupa pengeloluan bcrsumo tcrhndnp operusionnl rurnnh 
produkni bersnrnn dcngan keteruunn: 
n. peng ·lolonn Rumuh Produkni Der, an111 dilnkukun mclului 

pr-rnnnfnntun kerjn Rama; otnu 
h. pcrnanfuatnn kcrjn anrnu sebngnimnnn dirnuksud pudu 

huruf n dilnkukun uesunl cfrng11n pcrnturun perund mg- 



undangan. 
(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf b 

dilakukan dengan ketentuan: 
a. penerima fasilitas mengajukan permohonan hibah kepada 

Gubernur; 
b. Pemberian hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

pcrundang-undangan; 
c. Hibah yang dapat diberikan berupa fasilitasi yang diterima 

oleh penerima fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada 
pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa1 20 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga1 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya 
da1am Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tangga1 10 .:1u1; 9-oa4 
GUBERNUR KEPULAUAN IAU, 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal \b 1u� �o �l\. 
SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NO MOR ... 
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